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KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK PRIORITAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional menetapkan Daftar Proyek Prioritas 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Proyek Prioritas 

yang terdiri atas tahap penyusunan rencana, 

pengusulan, penilaian, penetapan, pemantauan dan 

evaluasi  serta dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu disusun 

tata cara pengelolaan proyek prioritas; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran  

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 152 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga; 

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997); 
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MEMUTUSKAN: 

 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK 

PRIORITAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang 

selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. 

2. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional 

untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 

Januari dan berakhir pada 31 Desember. 

3. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen 

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 

(satu) tahun. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) adalah dokumen perencnaaan daerah untuk 1 

(satu) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Perusahaan, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP) adalah Penjabaran Tahunan dari Rencana Jangka 

Panjang (RJP) BUMN. 

6. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

yang selajutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional. 

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional. 

8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk 

Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 

9. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi 

Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem 

Informasi KRISNA adalah aplikasi untuk mendukung 

perencanaan dan penganggaran pembangunan serta 

informasi kinerja anggaran yang bersifat web based yang 

memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi 

kinerja Kementerian/Lembaga. 

10. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan 

yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program 

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 

11. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek 

untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden 

lainnya. 

12. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan 

dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. 

13. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat 

signifikan dan strategis untuk mencapai Program 

Prioritas. 

14. Keluaran untuk selanjutnya disebut Output adalah 

barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 

tujuan program dan kebijakan. 

15. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan 

Usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu 
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